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EDITORIAL

Jumal Legalitas Volume 1 Nomor | Bulan Februari kali ini
mengetengahkan beberapa tulisan dari berbaga bidang llmu Hukum, yang
diawah oleh tulisan dari mahasiswa Program Doktor Universitas Hasanudin
yakni Fenty U. Puluhulawa, di bidang Hukum Pidana tentang Perlindungan
Hukum  Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Tulisan berikutnya masih dalam bidang hukum vang sama vakni
masing-masing oleh Umim Kango, dengan judul artikelnya vakni Bentuk-
Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan. Berikutnya tulisan Radia Hafid,
mengenai Perlawanan Kaum Buruh Perempuan. Selanjutnya Rosma Kadir,
menulis tentang Kejahatan Intelektual Dalam Persfektif Kemerdekaan Keempat
pembahasan dari tulisan di atas mengajuk kita semua bagaimana menghargar dun
menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan/kebebsan terutama kaum
perempuan.

Dalam tulisan berikutnya yakni Hukum Acara oleh Moh Rusdyanto
Puluhulawa, mencoba memaparkan betapa pentingnya arti dan kedudukan
seorang saksi dalam proses beracara. Tema artikel ini adslah Whistle Blower
Dan Crown Witness Dalam Proses Peradilan.

Selamjutnya Jurnal Legalitas edisi ini memuat dua tulisan tentany,
Hukum Agraria/ Pertanahan serta dua tulisan tentang Hukum Lingkungan
Tulisan Hukum Agraria pertama yakni oleh saudari Nirwan Yunus, dengan
judul Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat UUD 1945, Tulisan
kedua mengenai Hukum Agraria vakm oleh Faried Th Musa, dengan judul
Penerapan Nilai Sosial Dalam Hukum Pertanahan. Selanjutnya dalam bidang

Hukum Lingkungan oleh Abubakar Sidik Katili, menawarkan konsep
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WHISTLE BLOWER DAN CROWN WITNESS
DALAM PROSES PERADILAN

Oleh: Moh Rusdyanto Puluhulawa

Abstract

fxplanation of evewitness (s imporiant factor m proving truth in q
conference process, this thing is drawn 1o explains by placing
description of eyewiiness n first seguence above eguipment af ather
evidence. Remembers position of evewimess of vital importance in
process of court, from criminal court, hence reguired an institute which
ahle to give guarantee o protection of evewitness,

In Indonesian, ferm whistle blower unknown o in the law and
regulation. Whistle hlower can be meant them reporting existence of a
crittte withowt invelving in the crime, mean doesn’t Jollow in crime,
Whereas crown witness can mean accused ready to assist investigator
to express all crime and unfolds all involving performer.

Pratection of evewitness and vietim hardly need 1o be done for the
shake of fluency solving of a case. Imaginable if only evewitness only be
aside it go hang after completed executing dury as evewitness. Feeling
15 not safe and sneaking would always haunts just for who coincidently
becomes eyewitness, because it is not impossible threat in the form of
terrar even threat will lose soul would come every when,

Kata Kunci: Whistle Blower, Crown Witness, FPerlindungan Hukum,
Proses Peradilan

T S P e e

e i DR T &

Pendahuluan kalau suatu perkara kandas atau tidak
pemah selesia di tengah jalan karena
ketiadaan saksi yang mendukung.
Dalam  berbagai  peraturan  yang
pernah ada selama ini ternyata tidak
berpihak pada posisi saksi. Di Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana (KUHAP) terlihat

Ii‘

Berhasil atau tidaknya suatu
Perkara hukum diselesaikan sangat
d?PﬂTJgaJ'uhi kelerangan saksi yang
dihadirkan  dalam  perkara  yang
Crsangkutan. Sedemikin pentingnya
POsisi saksi dalam suatu perkara
SaMmpai-sampai  tidaklah  mustahil

o
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etimpangan kondisi tersebut jika
ibandingkan dengan perlindungan
an jaminan hak dan seorang
rsangka atau terdakwa, Tersangka
tau terdakwa diberi hak mendapat
endampingan  pengacara  sejak
roses penyelidikkan sampar pada
embacaan putusan, bahkan sampai
ada upaya hukum. Lain halnya
lengan saksi yang hanya mendapal
erlindungan tetapi terbatas. Padahal
esuai  aturan  wyunidis,  keterangan
aksi termasuk salah satu alat bukt.

Bayak saksi dalam kasus-kasus
esar seperti korupsi, pembalakan
iar, sampai pelanggaran hak asasi
nanusia (HAM) wvang takut Karena
ekanan kekuasaan, ditambah hukum
qang  kurang berpihak kepadanya,
tkhirnya  memilih bungkam. Tak
arang  mereka  justru  diubah
tatusnyva jadi tersangka oleh aparat.

Menjadi sakst merupakan
cewajiban vang disyaratkan dalam
JU atau sistemn hukum kita. Karena
sakst  melihat,  mendengar,  atau
mengalami suatu peristiwa. Namun
sayang, kewajiban yang diisyaratkan
dalam 1710 mappun sistem  hukum
kita  tersebut,  tidak  selamanya
membuatl masyarakal atau siapapun
vang kebetulan mempunyal hak dan
kewajiban mau memberikan
keterangan tentang apa yang mereka
lihat, dengar, dan saksikan terhadap
suatu tindak pidana.

Eebanyakan  masyarakat  yang
melihat  sesuatu  penstiwa enggan

menjadi saksi karena mereka takut
menjadi  korban  atau  tindak
kekerasan, Ketakutan itu, lentu saja
karena  belum  adanva  jaminan
keselamatan dirt bagi saksi yang mau
menceritakan suatu peristiwa yang
dilihat  atay  disaksikannya 1
samping itu  dalam praik s
lapangan, perolehan hak-hak saksi
yang termuat dalam sistem peradilan
pidana  vyaitu adanya  keadilan,
pengavoman, dan penghormatan atis
harkat dan martabat manusia tidak
terpenuhi selama ini.

Keengganan masyarakat ini tentu
saja tidak boleh dibiarkan berlarut
larut.  Masyarakat harus didorong
untuk mau membenkan keterangan
tentang suaty tindak pidana yang
mercka dengar, lihat dan saksikan.
Karena saksi dalam sebuah proses
peradilan pidana adalah kunci untuk
memperoleh  kebenaran  materil
dalam  mengungkap suatu  tindak
pidana yang terjadi. Di samping itu,
dengan adanya saksi diharapkan
dapat meningkatkan jumlah kualitas
pelaporan suatu  kejahatan.  Alkabat
dari keadaan ini, banyak tuntutan
jaksa yang gagal menyeret pelaku
tindak pidana ke penjara. Sehingga
wibawa peradilan untuk memenuhi
rasa keadilan masyarakat menjadi
tidak berarti dalam memproses suatu
kejahatan.  Perlindungan  terhadap
saksi adalah suatu keniscayaan yang
tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam
sistern hukum kita

-
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Hakekat Saksi

Lahirnya Undang-Undang
Nemor 13 tahun 2006  tentang
Perlindungan Saksi dan Korban,
diharapkan ketimpangan vang terjadi
selama inl segera dapat leratasi,
Posisi dan  jaminan perlindungan
terhadap saksi sedapat mungkin
diwujudkan, Keberadaan Undang-
undang vang mengatur  tenlang
perlindungan  sakst  dan  korban
merupakan suatu hal vang sangat
diperlukan di tengah-tengah
masyarakat  bagi  mereka  vang
mencari  keadilan, apabila telah
terjadi hal hal wyang tidak sesuar
dengan vyang diatur dalam Undang
undang,

Sakst  adalah  mereka yang
mempunyal  pengetahuan  sendird
berdasarkan apa wyang dialaminya,
dilihatnya, dan/atau  didengamya
berkenaan dengan dugaan terjadinya
suatu tindak pidana. Berdasarkan
definisi tersebut. maka tdaklah
mustahil saksi adalah juea korban
pihak yang dirugikan dari peristiwa
tersebut.

Dalam Pasal | butir 26 KUHAP
telah secara tegas diberikan rumusan
tentang saksi, vaitu: “orang vyang
dapal memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan
d?‘” peradilan tentang suatu perkara
I’ldﬂl:lﬂ vang ia dengar sendini, 1a lihat
sendiri  dan  ia  alami  sendin”.
Sel‘“lﬁlm}fa dalam rumusan Pasal |
at (1) UU No 13 tahun 2006

e

dinyatakan bahwa Saksi adalah orang
vang dapal memberikan keterangan
guna  kepentingan  penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan
pemenksian di sidang  pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang 1a
dengar sendiry, ia lihat sendiri.

Menurut  Jimly  Asshiddigie
(2006: 221). kata saksi mengandung
art  seseorang  vang  memberikan
pernyataan  atau  menandatangani
kesaksian  dalam  suatu  dokumen
sebagai alat bukt di kemudian hari
atau  seseorang  vang memberikan
keterangan berdasarkan kesaksiannys
sendiri, didengar sendiri, dirasakan
sendiri, atau dialami sendiri

Defenist  sakst it sendin
menurut  penulis secara  harafiak
dapat diartikan sebagai orang vang
dapat membenkan keterangan atan
informasi ouna kepentingan
penyelidikan, penyidikan,
penuntutan., dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dalam rangka
pembuktan tentang suatu  perkara
pidana yang saksi dengar sendin,
lihat sendiri, dan  alami sendin,
sampai  pengadilan  memutuskan
perkara tersebut,

Pada dasarnya, siapa saja dapat
menjadi saksi yang diajukan untuk
membenkan  kelerangan  menurut
kesaksiannya  dalam  persidangan.
Karena itu, siapa saja dapal dianggap
memenuhi - syarat  untuk  menjadi
saksi, kecuali orang vang tidak sehat
mental atau sakit jiwa dan uniuk
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-asus-kasus tertentu anak kecil yang
elum  dewasa  Saksi  diharapkan
lapat menjelaskan rangkaian
cejadian  yang  berkaitan  dengan
ehuah peristiwa yang menjadi obyek
semeriksasan di muka persidangan
saksi, bersama alat bukti lan, akan
nembanty hakim untuk menjatuhkan
sutusan yang adil dan  obyektif
herdasarkan fakta-fakta hukum yang
dibeberkan.

Kesaksian pada umumnya selalu
diberikan  secara  lisan  dalam
persidangan terbuka untuk umum.
Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu,
dengan persetujuan majelis hakim.
Lesaksian dapat saja diberikan secara
tertulis, Misalnya karena pada saal
persidangan saksi jatuh sakit vang
tdak memungkinkan baginva untuk
menghadin persidangan,

Pada dasarnva dikenal ada
beberapa macam saks: yakni Adverse
Witmess, Hostile Witness, Zealous
Witness, dan juga Perjury, Adverse
Witness adalah siksi yang
memberikan keterangan vang justru
merugikan pihak yang mengajukan
kesaksiannya dalam  persidangan.
Hostile Witnesy adalah saksi vang
justtu  memusuli pihak  vang
mengajukannyva sendirl.  Zealuos
Witness adalah saksi yang berpihak
pada salah satu pihak  terutama
kepada yang meminta kesaksiannya.
Sementara Perjury adalah saksi vang
memberikan keterangan palsu atan

tidak benar dan berada di bawah
sumpah.

Dalam schuah proses peradilan
pidana, saksi adalah kunci untuk
memperoleh  kebenaran  maten].
Teorinya dapat kita lihat dalam
pasal-pasal di bawah ini schagai
berikut:

Pasal 184 185 Kitab Undang-
undang Hukum  Acara FPidana
(KUHAP) ULl No. B/1981 secara
tegas mengambarkan hal tersebut
Pasal 184 mensmpatkan keterangan
saksi di urutan pertama di atas alat
bukti lain berupa keterangan ahli
surat, petunjuk, dan  keterangan
terdakwa,

Pasal 185 avat (2) KUHAFP
menyatakan, “keterangan seorang
saksi sy tidak cukup  untuk
membuktikan  bahwa  terdakwa
bersalah  terhadap perbuatan  yang
didakwakan kepadanya ™ Pasal 185
ayat (3) KUHAP  berbunyi.
“Ketentuan sebagaimana  dunaksud
dalam avat (2) tidak berlaku apabila
disertai dengan alat bukti yang sah
lainnya.” Hal 1m dapat diartikan
balwa keterangan lebih dan 1 (satu)
orang saks1 saja tanpa disertai alat
bukti lainnya, dapat diangpap cukup
untuk membuktikan apakah seorang
terdakwa bersalah/tidak.

Hak-TIak Yang Dimiliki Seorang
Saksi

Dalam undang- undang
perlindungan  saksi dan  korban.

M
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diatur secara |elas tentang hak-hak
yang diberikan.  Hak-hak  yang
diberikan kepada saksi itu  diatur
lebih lengkap dalam Pasal 5 ayat (1)
yang Dberbunyi scbagai  berkut:
Pertama, memperoleh perlindungan
atas keamanan pribadi. keluarga, dan
harta bendanva, serta bebas  dari
ancaman vang berkenaan  dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau
telah dibertkannya. Kedua, ikut serta
dalam proses memilih dan
mentukkan bentuk perlindungan dan

dukungan keamanan, Ketiga,
memberikan keterangan tanpa
tekanan. Keempat, mendapat

identitas baru. Kelima, mendapatkan
kediaman baru.  Keenam, mem-
peroleh pergantian biaya transportasi
sesuai dengan kebutuhan. Ketujuh,
memperoleh  bantuan biaya hidup
sementara  sampal  batas  waktu
perlindungan berakhir.

Mengenai hak-hak vang
diberikan kepada saksi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 5 avat (1)
masih  dianggap kurang sempurna,
sehab masih terdapat
mencampuradukkan hak-hak bagi
Semua saksi tindak pidana dengan
hak-hak saksi-saksi tertentu. Hal lain
Juga yang perlu diperhatikan adalah
perlunya koordinasi dalam
Menjalankan program  perlindungan
saksi. Komisi Pemberantasan
Rorupsi (KpK), yakni komisi yang
Sudah  memprakiekkan  upaya
Perlindungan saksi, mengungkapkan

e e,

bahwa di lapangan, koordinasi antar
departemen masih lemah.

Ferlindungan Terhadap Pelapor
Dan Saksi

Menurut  Benvamin  Wagner
perwakilan dart kejaksaan Amerika
Serikat dalam Anna C Sinaga, (2006
:53), menyatakan program perlin-
dungan sakst akan membutuhkan
otoritas departemen-departemen
terkait dalam melindungi saksi, ndak
hanya kejaksaan dan kepolisian,

Perlindungan saksi dan korban
sangal  perlu  dilakukan  demi
kelancaran penyelesian suat
perkara, Dapat dibayanglkan
scandainya  saksi hanya dibiarkan
begitu  saja setelah  selesai
melaksanakan tugas sebagai saksi,
Perasaan tidak aman dan was-was
akan selalu menghantui bagi siapa
saja yvang kebetulan menjadi saksi,
karena  bukan nudak  mungkin
ancaman  berupa  teror  bahkan
ancaman akan kehilangan jiwa akan
selalu  datang  setiap  sast.  Saksi
memegang peranan penting  dalam
penvelesaian  suatu perkara. Oleh
karenanya, jaminan perlindungan
terhadap seorang  saksi  adalah
sesuatu yang perlu harus diberikan.

Menurt Yenti Garnasih, ada
dua bentuk model perlindungan vang
bisa diberikan kepada saksi dan
korban. Pertama Procedural Righis
Model. Model ini memungkinkan
korban berperan aktif dalam proses

'iJ
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peradilan  tindak pidana.  Korban
diberikan  akses wvang luas untuk
meminta segera dilakukan
penuntutan,. Tidak hanya itu korban
juga berhak meminta dihadirkan atau

didengarkan  keterangannya  dalam
sehiap persidangan dimana
kepentingan korban terkait
didalamnya.  Termasuk  pemberi-

tahuan saat pelako tindak  pidana
dibebaskan, Maodel ini memerlukan
hiava yang cukup besar. Pasalnya,
dengan besarmya keterlibatan korban
dalam proses peradilan maka biava
administrasi peradilan  pun  akan
melonjak. Proses persidangan bisa
liwma dan tidak sederhana.

Bentuk perlindungan yvang kedua
bernama The Service Mode!l. Model
ini menentukan standir baku tentang
pelavanan  terhadap korban yang
dilakukan oleh polisi, jaksa dan
hakim, Misalnya pelayvanan
kesehatan, pendampingan, pemberian
kompensasi dan ganti rugi serla
restitust, Banyaknva pelayanan yvang
harus diberikan kepada saksi dan
korban  menyebabkan  efisiensi
pekerjaan dari penegak hukum tidak
tercapar. Efck lain sulit memantau
apakah  pelavanan itw benar-benar
diterima saksi dan korban,

Menurut Yenti Garnasih model
yvang bisa diterapkan di Indonesia
adalah kombinas keduanya.
“Indonesia kan selalu susah dalam
hal koordinasi,” terangnya  Oleh
karena itn, kedua model itu harus

disesuatkan dengan kcﬂdaau
Indonesin. Harus dinkur quam!una_na
sakst dan korban bisa terlibat dalap,
proses peradilan. Begitu pula tenty,
pemenuhan hak yang dapat dihfifikaﬂ
kepada saksi dan korban (Hukyy,
Online. Com tanggal 2 Novemby
2007), Adanya perlindungan yang
memadai terhadap pelapor dan sakg
yang mengetahui tindak  pidang
terutama tindak-undak pidana khusy;

seperti  korupsi, illegal  logging
membuat mereka 1erpicy
keberaniannya  untuk miemhen
kesaksian, Pasal 32 Konveng
Antikorupsi  Perserikatan  Banpss.

Bangsa (UNCAC) dapat menjadi
acuan bagammana saksi, saks: ahl
korban dan pelapor harus dilindung
keamanan diri dan keluarganya dan
pembalasan dan mtimidasi.

[ Indonesia sendin
perlindungan saksi diatur  dalas
Pasal & dan Pasal 36 UL No 13 tahun
2003 tentang Perlindungan Saks
Dan Korban. Berdasarkan amanal
undang-undang tersebut, dibentuklal
Lembaga Perlindungan Sakst Dat
korban {LPSK). Lembags
Perlindungan Saksi  dan  Korb®
(LPSK) sendiri dalam UU No U
tahun 2006 mempunym  maki
adalah lembaga yang bertugas 0%

berwenang  untuk  membertkd
perlindungan  dan  hak-hak Jatk
kepada  Saksi  dan  Korb®

sebagaimana diatur dalam Undang’
Undang ini.

1
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Whistle Blower Dan Crown
<ness
i Whistle  Blower  merupakan

istilah  yang dikenal & Amerika
gerikat, yang dapat berarti mercka
melaporkan terjadinya pidana.

Untuk itu di  Amerika  Serikat
mengf:nul undang-undang  yang
mengatur whistle  Blower  yakm,

Whistle Blower Protection Act yang
mempuryal fungsi untuk mehindung:

para pegawat  dan  pembalasan
dendam  pegawai  lain  yang
dilaporkan karena melakukan
kesalahan.

Indonesia sendiri, istilah whistle
hlower tidak dikenal dalam peraturan
perundang-undangan, Namun dalam
praktiknya ULl No 20 tahun 2001
tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi. maksud dan hakekat

dan whistle blower dapat dilihat

dalam Pasal 31 Undang-Undang
Pﬁmberlamasan Tindak  Pidana
Korupsi yakni perlindungan terhadap

‘Pelapor dan saksi, whistle blower

sendini dapat dimaknai mercka vang
Melaporkan  adanya  suatu  tindak
Pldana tanpa terlibat di dalam tindak
Pldana tersebur, artinya tidak ikut
A tindak pidana.
Mmgz:nmtara_ itu, istilah  crown
dau biasa disebut juga saksi
Ot dapat berarti tersangka vang
4 membantu  penyidik
mj'emgt”‘gkap seluruh kejahatan dan
ti&]fhat mﬁk&ﬂ semua pelaku  yang
] ©oLengan  demikian  crown

"\.._“_h‘-‘-‘-‘__

witness Juga dapat Juga dikatakan
sebagai whistle blower.

.-’I'I.T]1q'_|r;":] Cron 1:':!‘”.?{‘5.\' {jiﬂ'l
whisile hicwer, kedua-duanya
mengungkap  suatu tindak  pidana.
MNamun perbedaan antara keduanya
terletak pada, whistfe Slower bukan
tersangka. Sementara crows withess
adalah  tlersangka  yang  bersedia
melapor. karenanya crown withess
semmg discbut juga sebagar  saksi
mahkota vang harus juga dilindungi
sepertt pelapor lainnya yakni whisde
blower.

Menurut  Widodo  Supriyadi,
(2006 17) dalam praktik
perlindungan  saksi di luar negen
pemberian  perlindungan  diberikan
sumpat  proses  peradilan  pidana
selesai, bahkan sampar seumur hidup
si saksi. Dalam  berbagar  kasus,
terutama vang menyangkut kejahatan
terorganisasi, saksi dan korban dapat
terancam walaupun terdakwa sudah
dibukum.

Perlindungan hukum bagi
seorang whistle hblower dapat kita
lihat jaminannya dalam Pasal 10 ayat
(1) UU Perlindungan Saksi Dan
Korban yang  berbunyi: saksi,
korban, dan pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum baik pidana
maupun  perdata  atas  laporan,
kesaksian vang akan, sedang, atau
telah diberikannva™  Sementara
intensit’ hukum bagi seorang crown
witness dapat dilihat pengaturannya
dalam Pasal [0 avat (2) vang

[«
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berbunvi “seorang saksi vang juga
tersangka dala kasus yvang sama tidak
dapat  dibebaskan dan  tuntutan
pidana apabila ia ternyata terbukt
secara sah dan meyakinkan bersalah,
etapi kesaksiannya dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam mering-
ankan pidana yung akan dijatuhkan.
Dengan  demikian  saksi  mahkota
berhak mendapatkan insentif hukum
berupa kennganan hukuman.

Saat im kalau kita cermati setiap
putusan hakim yang dihasilkan oleh
proses peradilan banyak mendapat
kritik dan protes yang begitu keras
dan berbagai pihak  yakni orang
awamn,  kawm  inteletwal.  kawm
pejuang  hak-hak  rakyat  (LSM),
bahkan termasuk di dalaminya para
kaum ahli hukum. Kritik dan hujatan
terhadap putusan  hakim  tersebut
dilontarkan dengan alasan bahwa
putusan  halkim  sudah  ndak
didasarkan lagi pada hukum wvang
berlaku. Dengan kata lain banyak
yang menganggap putusan hakim
tidak didasarkan lagi pada  nilai
keadilan,

Sesunggubmya kalau kita mau
menyadari dan mencermati dengan
seksama  bahwa putusan  hakim
terutama dalam kasus-kasus tindak
pidana khusus seperti tindak pidana
korupsi  sudah  dipertimbangkan
secara cermat. al i bukanlah
penulis membela korps dan para
hakim. tapi pertimbangkan yang
penulis  kemukakan bahwa  hakim

—

dalam  mengambil  sikap day
memutuskan perkara sudah mermpg,
timbangkan segala aspek lermasy)
aspek  kepastian  hukum, 5ok
keadilan dan aspck kemanfaatan

Namun penulis juga tidak dapy
membantah  bahwa  banyak  jug,
putusan  hakim  dalam  prog
peradilan yang tidak mencerminkgy
ketiga aspek tersebut yakni keadilay
kepastian hukum, dan Kemanfaaty,
Penistiwa atau kejadian vang Sering
terjacdt dalam  praktik  di  mag
putusan  hakim  banyak  vang
mengandung  kontroversial — sudad
bukan hal vang luar biasa. Hal m
terjadi karena sikap dan moralita
dan  oknum-oknum  hakim vang
memperjualbelikan putusan.

Dalam  putusan hakim  tentang
tindak pidana korupsi nmusalnya
putusan hakim vang terjadi di awd
tahun 2009 tepatnya tanggal T
Januan tentang kasus dana B yan
melibatkan banyak orang, putusat
hakim terhadap Hamka Yandu dat
Antony Zeidra Abidin belum tend
dinggap mengandung  kontraverst
Hal ini menurut penulis putusdt
hakim vang diambil didasarkan pad?
proses dan kesaksian dari dua orafé
tersebut. Tentunya kita tidat dap®
pungkiri tentang status kesaksian 42
saudara Hamka dan Antony. Ol
karena itu. penulis mengajak sem
pihak untuk tidak langsung padt
perang  opini sesuai  deng®
interpretasi masing-masing, apﬂlﬂf'l

)

.
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int tersebut sudah
Ll perang opini _
:‘n-a:]ihﬂ!‘_kﬂﬂ media  elektronik  dan

pﬂﬁi{jla semua sudah pasti tidak
menginginkan _mas;:z:mkat akan
pertambah bingung, dengan
interprestasi  yang  berbeda-beda
(ersebut. Masyarakat harus diberikan
informasi  yang  benar  tentang
istiwa dan status hukum  dari
putusan hakim  yang sudah
dijatuhkan kepada kedua orang ini,
Semua pihak harus menyadan akan
arti penting dari yang namanya
whistle blower dan croven witiess,
Dalam peristiwa  kasus  BI,
Hamka Yandu selain  mengaku
menerima gratifikas: dana BI, beliau
Jjuga turus serta membongkar semua
pihak yang terlibat dan menikmati
aliran dana Bl Menurut kesaksian
Hamka pengakuannya terhadap 352
orang anpgota DPR RI Komisi 1X
periode 1999- 2004 vang terlibat
Patut diharpai. Kesaksian Hamka,
baik masih d tingak penyidik sampai
“ehgan di pengadilan yang secara
aktif  dap kuuperaj;[f_,i: telah
Mendudukan saudara Hamka sebagai
Skt mahkota atau crown witness
o anya kesaksian Hamka tersebut
; '“3"9_']“1‘.*“3 mendapat  perlindungan.
L ongat resiko  yang  mungkin
- atas  informasi  yang
dmeg_kaﬂn}'a, ang
Hamkeﬂksi;m dan keberanian dari
i “dika: "r':uu:}u itulah yang men-
Pertimbangan  keringanan

hukuman schagaimana diatur dalam
Pasal 10 ayat (1) UL perlindungan
saksi dan korban. Demikian juga
digtur dalam Pasal 36 aval (2) UL
yvang sama, kesaksian vang diberitkan
oleh HMamka menjadi pertimbangan
hakim untuk menngankan putusan
Oleh karenanya, dalam kasus Bl 1
di mana Hamka dan Antony yang
didakwa dengan pasal yang sama
tiba-tiba dalam  putusan  hakim
berbeda Mmasing-masing
hukumannva.

Dengan demikian putusan hakim
vang berbeda hukuman atas Hamka
dan Antony harus kita lihat juga dan
aspek pemenuhan keadilan. Hamka
dengan sikap berani dan kooperanf
mengungkap secara detail kasus dana
Bl. sementara Antony tidak scherani
dan kooperatif seperti Hamka sudah
tentu harus menerima hukuman yang
lebih  berat. Karenanya putusan
hakim tentang tindak pidana korupsi
tanggal 7 Januan 2009 tdak serta
merta harus  dikatakan  schagai
putusan  yang aneh, sebagaimana
dismyalir oleh berbagai pithak.

Pada akhirnva kita harus melihat
dan  belajar  pada pengalaman-
pengalaman yang terjadi, terutama di
negara-negara yang sudah  maju.
Scbagal contoh perlu dikemukakan
adalah di negara USA perlindungan
terhadap whiistle Blower dan crown
Wwitness sangat diperhatikan.
Demikian juga di Korea Selatan
whistle blower dan crowen witkess
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mendapat  pengakuan dan  perlin-
dungan  secara hukum.  Bahkan
mereka berhak mendapatkan
penghargaan dan hadiah atau reward

masth  kurang  pemaham  tengy,
kedudukan dan status serta fingg
whistle blower dan crown wipg.

ff.}i','_-':;‘?
dalam hukum acara kita.

dalam mengungkap suate  kasus Usaha wvang dapat dilakuky,
hukum. Lebih dari itu mereka juga untuk memberikan Jaming,
mendapatkan  perlindungan  untuk perhindungan terhadap saksi Whisyle

hlower dan crown witness antarg laiy
dapat dilakukan dengan memperbal;
sarana  dan  prasarana  yang ady
memperbaiki  kualitas  pendidikay
memperbaiki  kualitas dan  kinerj
penegak hukum

tidak dipecat dalam pekeraannya,

Penutup

Perlindungan saksi whistle
Flower dan crown  witnesy  belum

berjalan optimal. Hal ini disebabkan
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RKONSEP PEMBAHARUAN HUKUM AGRARIA
SESUAT AMANAT UUD 1945

Oleh: Nirwan Yunus

warld comnre

problems whiclt must be broken

19435

Abstract

The demand of land reform implemematon mcreases recenily. The
imbalance of land atharity and the demand of land acceas as well ax aiher
praductive resources of the poor are getting stronger in most of the third

Builds the law is not work which is easy and or simpie like the one is
imagined, because a good law and reguladon must wp io standard of
Justice, rule of law and wiility in balance. and so in effort for agrarion law
forming process which more accommuodating all importances of all sides.
Must be realized and confessed aor No 5 the year 1960 still leaving variais

Kata Kunci: Kovsep, Pembaharean, Hukwn Agravia, Pembentikan, U0
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PENDAHULUAN

Prinsip dasar dalam  setiap
Pembentukan peraturan perundang-
Undangan  adalah  pemahaman
terhadap keterkaitan antara
Peraturan-peraturan ~ dalam  satu

Sistem yang merupakan kesatuan

YANg utuh dan  bahwa operasi-

R Ul
: dgcahs;sm}ra suatu peraturan harus
'F “Mbalikan  pada  konsepnva,
l‘ué'n U asac hukum vang

o Inya. Cara pandang yang
Obyeks; : &

mﬂn:]:if diperlukan untuk
- ®ndarkan dirj dari kecuri gaan

'M______‘-—__

o e e S e e TP S

vang berlebihan terhadap per-
kembangan baru  ataupun  sikap
vang terlalu mudah menerima hal-
hal baru dalam usaha pembentukan
hukum. Dalam usaha pembangunan
hukum  tanah  nasional  atan
pembangunan  hukum  agrana,
khususnya dalam  pembentukan
peraturan perundang-undangan,
diperlukan pendekatan vang
mencerminkan  pola  pikir yang
proaktil’ dilandast sikap knitis dan

obyektif Pendekatan kritis
diperlukan  untuk  menunjang

pemba-ngunan  hukum agraria,

L5
1
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